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TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JAI.,AN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PEI{YAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Mengingat : I

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal l0g ayat (3) dan
Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tintang Tata Cara
Pemungutan Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat
Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;

)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggl
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia
Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagai:rrana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2L tentang
Harmonisasi Peraturan perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah Ulberapa tati
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahttn 2A2L
tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 361;;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44441 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 teitang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 3g Tahun i0O4 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2O09 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja meqjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23
Nomor 41, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daera-h
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6930);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2}ll tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis dampak, serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol I Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O2L tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 40,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor f93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OIg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7Z Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2024 tentang
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O24 Nomor 1, Tambahan
l,embaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 24
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MEMUTUSKAN:

:PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

KETENT1ffiNIUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:I. Retribusi Kabupaten yang setanjutnya disebut Retribusi
adalgh pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
P.emerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara {epublik
Indonesia Tahun 1945.

4, Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusarl
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
ra-lryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dal-am sistem dan
tlnsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara iepublik
IndonesiaTahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan y.rrg rr,.rd"ji k";";;g;
daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupatidan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam

penyelenggaraal Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten.

8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
9. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan

kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.
10. Pejabat .ada_Iah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturai
perundang-undangan.

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau
penzman.

12. Wdib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
retribusi tertentu.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupui
yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan Terbaias,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daer€- 
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Badan Usaha Milik Gampong, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, frrma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolelrtif dan bentuk usaha
tetap.

l4.Jasa adalah kegiataa Pemerintah Kabupaten berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagr Wajib Retribusi untuli
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

16. Bul<ti Pembayaran yang selanjutnya disebut Bp adalah bukti
pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir
atau Bendahara Penerimaan,

17. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya
disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi- yang
menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.

19. Surat Tagrhan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut
STRD, adalah surat untuk melakukan taghan- retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa denda.

20. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten trbih Bayar, yang
selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi Kabupaten.

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata
cara pemungutan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan
Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses
p€mungutan bagi wajib retribusi atas pelayanan parkir di Tepi
Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Lr'*r'Tt'*',
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. nama, objek, subjek, dan wajib retribusi;
b. penetapan besaran retribusi;
c. pendaftaran dan pendataan retribusi;
d. tata cara pemungutaa retribusi;
e. tata cara pembayaran retribusi;
f. penagihanretribusi;
g. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
h. kedaluwarsa penagihan retribusi;
i. keberatan dan banding;j. ganti rugi atas kehilangan;
k. tata tertib parkir; dan
1. pembinaal dan pengawasan.

BAB IV
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagran Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 4
(1) Dengan nama Retribusi adalah:

a. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
b. Retribusi Tempat Khusus parkir di Luar Badan Jalan.

(2) Retribusi Parkir di Tepi JaJan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah retribusi atas pelayanan
penggunaan ruang parkir di tepi jalan umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah retribusi
atas pelayanan penggunaan tempat dan/atau pemakaian jasa
pelayanan parkir di luar badan jalan sesuai dengan peratriran
perundang-undangan.

Bagial 6"4.."
Objek Retribusi

Pasal 5
(1) Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Parkb di tepi jalan umum terdiri dari :

1) Kendaraan roda dua dan roda tiga;
2) Kendaraan roda empat; dan
3) Kendaraan lebih dari empat roda;

b. Parkir di tempat parkir insidentil (temporer) terdiri dari :

1) Kendaraan roda dua dan roda tiga; dan
2) Kendaraan roda empat.

c. Parkir langganan.

a
{
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(3) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah
penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang
disedialan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(a) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
eebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. Parkir khusus di gedung parkir terdiri dari :

1) Kendaraan roda dua dan roda tiga;
2) Kendaraan roda empat; dan
3) Kendaraan roda enam keatas;

b. Parkir khusus di tempat wisata/rekreasi terdiri dari :

1) Kendaraan roda dua dan roda tiga;
2) Kendaraan roda empat; dan
3) Kendaraan roda enam keatas.

c. Parkir khusus di komplek pasar
1) Kendaraan roda dua dan roda tiga;
2) Kendaraan roda empat; dan
3) Kendaraan roda enam keatas.

(5) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus parkir
di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD,
dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wqiib Retribusi

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan
umum.

(2) Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi
atau badan y€rng menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas
pelayanan penggunaan parkir di tepi ja-lan umum.

(3) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati
pelayanan tempat khusus parkir.

(a) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah
orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi atas pelayanan penggunaan tempat
khusus parkir di luar badan jalan.

a /o
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BAEI V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

(l) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan,
jangka waktu penggunaan tempat parkir dan/ atau frekuensi
penggunaan tempat parkir.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum yaitu:
a. Parkir di tepi jalan umum terdiri dari:

1) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp.
2.00O,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir;

2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga
ribu rupiah) per sekali parkir;

3) Kendaraan lebih dari empat roda tarif sebesar Rp.
6.000,- (enam ribu rupiah) per sekali parkir;

b. Parkir di tempat parkir insidentil (temporer) terdiri dari :

1) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp.
2.OOO,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir; dan

2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) per sekali parkir.

c. Parkir langganan tarif sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus
tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.

(3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir di
Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan,
frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jatan.

(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di
Luar Badan Jalan yaitu:
a. Parkir khusus di gedung parkir terdiri dari :

1) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) per satu jam, dan lebih dari
satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 1.00O (seribu
rupiah) per jam;

2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) per satu jam, dan lebih dari satu
jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000 (dua ribu
rupiah) per jam; dan

3) Kendaraan roda enam keatas tarif sebesar Rp. 20.000,-
(dua puluh ribu rupiah) per satu jam, dan lebih dari
satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000 (dua ribu
rupiah) per jam;

b. Parkir khusus di tempat wisata/rekreasi terdiri dari :

l) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir;

2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 1O.O00,-
(sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir; dan

3) Kendaraan roda enam keatas tarif sebesar Rp. 2O.OO0,-
(dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir.

c. Parkir khusus di komplek pasar
1) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 3.0O0,- (tiga

ribu rupiah) per sekali parkir; dan
3) Kendaraan roda enam keatas tarif sebesar Rp. 6.0O0,-

0^

(enam ribu rupiah) per sekali parkir.

A



-8-

BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Bagran Kesatu
Pendaftaran Retribusi

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi mengajukan pendaftaran atau permohonan
pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus
parkir di luar badan jalan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas.

(2) Pendaftaran atau permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku bagi wajib retribusi yang membayar
menggunakan benda berharga/karcis.

(3) Pendaftaran atau perrnohonan sebagaimana rrimaksud pada
ayat (1) dilengkapi persyaratarl sebagai berikut;
a. Surat Pendaftaran atau Permohonan pelayanan parkir di

tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di luar badan
jalan; dan

b. foto copy identitas yang masih berlaku.
(4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tercantum dalam Lampiran I yang merupalan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Surat Pendaftaran atau Permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas
melalui Pejabat yang ditunjuk.

(2) Hasil veri.fikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan.

(3) Dafam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan
menyebutkan alasan- alasan yang disetujui.

(a) Dalam hal pendaftaran atau permohonan ditolak, Kepala
Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
dengan menyebutkan alasan -alasan penolakan.

(5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 1O

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dinas melakukan
surei lokasi dan potensi parkir sesuai data dan informasi yang
dimiliki.

BAEI VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal l. I
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan dan disetorkan ke Kas
Daerah atau melalui Wqjib Retribusi yang bertindak selaku

!, In
pemungut.
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(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan
Retribusi yang dipungu.t ke Kas Daerah dalam waktu L x 24
jam.

(3) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(4) Format SKRD, dokumen lain yang dipersamakan berupa surat
perjanjian dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETzuBUSI

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi melakukaa pembayaran atau penyetoran
Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.

(2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada Bendahara
Penerimaan atau melalui Bank yang ditunjuk.

(3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elelrtronik alau non
tunai melalui:
a. setor langsung pada Bank yang telah ditentukan;
b. transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh

Utara;
c. menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya;

atau
d. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan

dengan Keputusal Bupati.
(4) ldam hal pembayaran Retribusi melalui Bank, Wajib

Retribusi menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara
Penerimaan pada Dinas.

(5) Dafam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi
bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada
hari kerja berikutnya.

(6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

pENAGTffNBST*,rus

Pasal 13

(1) Penagihan Retribusi diawa.li dengan menerbitkan Surat
Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Dinas setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dafam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tangtqal
Surat Teguran sebagaimana dimaksud ada ayat (21

disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang
terhutang.

t,f o
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(a) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Lo/o
(satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(5) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidat terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:
a. narna Wajib Retribusi;
b. alamat Wajib Retribusi;
c. masa dan tahun Retribusi;
d. perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib

Retribusi;
e. basarnya jumlah kelebihan Retribusi; dan
f. nomor rekening Bank Wajib Retribusi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dokumen:
a. SKRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
b. bukti pembayaran Retribusi atau SSRD yang asli.

Pasal 15

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal
L4 ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas melakukan penelitian
permohonan dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan
SKRDLB.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi
kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. menolak dengan menerbitkan surat penolakan beserta

dengan alasan penolakan; atau
b. mengabulkan dan memproses pennohonan kelebihan

pembayaran Retribusi jika sesuai dengan persyaratan.
(3) Terhadap permohonan yang dikabulkan, Kepala Dinas

melakukan perhitungan kelebihan pembayaran Retribusi dan
menerbitkan SKRDLB.

(4) Apabila Wajib Rebibusi mempunyai utang Retribusi,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Retribusi.

fr
+

A
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(3) Dafam hal diterbitkan Surat Teguran se

(5) Format SKRDLB sebagai mana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Proses dan penatausahaan pengembalian kelebihan
pembayaran. Retribusi berpedoman-pada peraturan mengenai
pengelolaan keuangan daeiah.

KEDALuwARse pBffetrneN RETRTBU sr
Pasal 16

(1) H+. untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melamp_aui wil<tu 3 (tiga) tahun terhitirng
sejak saat terutangnya Retiibusi, kecuali jii<d. Wajib RetribusT
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebasaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. terdapat pengakuan utang, Retribusi dari Wajib Retribusi,

baik langsung maupun tidak langsung.

pada ayat (2) huruf
tanggal diterimanya

a, kedaluwarsa
Surat Teguran.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

dihi
dimaksud

tung sejak

(4) Pengakuan utang Retribusi secara lanssuns sebasai-rnana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupalan Wajib f,etribusi
4engan kesadarannya menyatakan maiih mempunyai utanq
Retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah Kabupatenl

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsuns
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dike-tahu'i
dari _ pengajqan permohonan- angsuran atau- penundaan
pembayaran dan permohonan keberEtan oleh Wajib-Retribusi.

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepad.a
Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen^ lain
yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tinggal SKRD-diliirim, kecuili iilia Waiib
Retribusi dapat menunt-ukkan bahwa ianeka waktir tersedut
tidak dapat dipenuhi kaiena keadaan kih#.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) le$.3juqn keberatan tidak menunda kewajihan membayar
Retribusi dan pelaksanaal penagihal Retribusi.

Pasal 18
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan seiak

tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputuian
atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi
sebagli6spa 

^ 
dimaksud dalam Pasal L7 ayat (1) dengan

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

fi,1 o
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(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas dapat melakukan
Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau
sslagtan, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima
seluruhnya,

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan
ditambah imbalan denda sebesar O,60/o (nol koma enam
persen) per bulan dihitung dari Retribusi yalg lebih dibayar
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
SKRDLB.

BAE} XIII
GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 20

(1) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib
memasang/ menggunakan kunci pengaman tambahan bagi
kendaraannya.

(2) Apabila tedadi kehilangan atau kerusakan terhadap
kendaraan, kelengkapan kendaraan dan/ atau barang diatas
kendaraan ditempat parkir di tepi jalan umum menjadi
tanggung jawab pemilik.

Pasal 2 1

Apabila tedadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan,
kelengkapan kendaraan dan/atau barang diatas kendaraan
ditempat khusus parkir di luar badan jalan milik pemerintah
Kabupaten pada saat jam parkir menjadi tanggung jawab
pengelola tempat khusus parkir di luar badan jalan.

BAB XIV
TATA TERTIB PARKIR

Pasal 22

(1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat
atau lebih yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum
secara tetap atau rutin di lokasi yang sama wajib
mendapatkan Un dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir
dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir
sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan.

+
t^ 6
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BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam
melakukan pembinaan dan pengawasatr terhadap
penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan tempat
khusus parkir di luar badan ja-lan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedomal pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di luar
badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2024 M

28 Jumadii Akhir 1446 H

Pj I ACEH UTARA,

$Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2O24M

28 Jumadil Akhir 1446 H

S DAERAH
ACEH UTARA

DAYAN ALBAR

llJ

u
0-

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR .4.4

ir-
*

t

(

*\
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR ttb TALIUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth,
Kepala Dinas
di
Tempat

Yang Bertanda tangan di bawah ini
Nama
Pekerjaan
Alamat
Nomor telepon

Dengan ini kami mengajukan pendaftaran atau permohonan wajib retribusi
selaku pemungut/lanqganan*) untuk parkir.di tepi ialan umum/tempat khusus
parkir di luar,badan ialan*) yaitu:
Lokasi
Jenis Kendaraan
Nomor Kendaraan

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
L. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP
Demikian atas terkabul nya permohonan ini disampaikan terimakasih

...... 20>or

(Pemohon)
Nama

*) Coret yang tidak perlu

UTARA,

2\.1-

q

S.

/
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATT ACEH UTARA
NOMOR 4b TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN

@ KOP PERANGI{AT
KABUPATEN PEMUNGUT

SKRD
SURAT KETETAPAN

RE"TRIBUSI KABUPATEN
ACEH UTARA

Nomor

Tahun Anggaran
Nama
Alamat
NPWRK

No Objek Retribusi Jumlah (Rp.)
1

2
3.
4
dst
Jumlah Ketetapaan Pokok
Jumlah Denda
Jumlah Keseluruhan

Terbilang

Perhatian
1. Harap penyetoran dilakukan di Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi/Kas Daerah kepada

pejabat yang ditunjuk.
2. Apabila SKRK ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan

sanksi administrasi sebesar 1 7o (satu persen) perbulan.

Kepala Dinas/ An Kepala Dinas

(.....
NIP.

)

Ruang untuk teraan
/Kas Register /Tanda
Tangan Petugas
Penerima

Diterima Oleh :

Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal :

Tanda Tangan :

Nama Terang :

Penyetor,

( )

Guting di sini

TANDA TERIMA No. SKRD

Tahun.
NPWRK
NAMA
Alamat Yang Menerima

(. ........)

0, A
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SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: 551/

Pada hari ini.....Tanggal........Bulan
dibawah ini :

2. Nama

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh UtaJa,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Peke{aaa Alamat Gampong
........., selaku penanggung jawab parkir,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

/ SPKS/2O>o<

Tahun....... , kami yang bertanda tanggar

Kecamatan

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Peq'anjian Kerja Sama (Kontrak) yang
mengikat dan berakibat hukum 6qgi kedua belah pihak untuk mengelola perparkiran,
dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan pIHAK KEDUA telah
setuju menerima dan melaksanakan tugas serta bertanggung jawab untuk mengelola
perparkaan di tepi jalan umum/tempat khusus parkir di luar badan jalan*) berlokasi di

Gampong Kecamatan yang meliputi:
1. memungut retribusi parkir dengan menggunakan karcis parkir untuk setiap kali

parkir;
2. menyetorkan hasil retribusi parkir;
3. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan tempat parkir;
4. menata dan mengatur parkir kendaraan.

PASAL 2
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksalaan pekerjaan tersebut pada Pasal I adalah selama .........(.
bulan mulai tanggal sampai dengan
kembali sesuai ketentuan yeng berlaku.

dan dapat diperpanj ang

PASAL 3
BESARAN KONTRAK PEKER.JAAN DAN CARA PEI.TYETORAN

1. PIHAK PERTAMA sepakat dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia
mengikat kontrak pengelolaan parkir berlokasi di Gampong
Kecamatan

rupiah) per bulan.
2. Besaran kontrak sebagaima.na tersebut pada poin 1 diatas, dapat disetor oleh pIHAK

KEDUA setiap tanggal 5 bulan berjalan kepada Bendahara penerimaan Dinas
Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

PASAL 4
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu memenuhi kewajiban penyetoran yang telah
disebutkan pada pasal 3 diatas dan tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan
baik, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa pemutusa.n perl'anjian
kerjasama (Kontrak).

t0, A

1. Nama

dengan besaran kontrak sebesar Rp. ......,....,,...
(
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PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban
PIHAK KEDUA.

2. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih datrulu
dengan persetujuan kedua belatr pihak.

PASAL 6
PENUTUP

Surat Perjanjian Kedasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh
kesadaran dan tanggungiawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dlbuat
dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hulnrm yang sarna
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Penanggung Jawab Parkir

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas ....

Nama
Nip.Nama

c. KARCIS
1. Format Karcis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

a) Karcis Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

b) Karcis Retribusi Pelayanan Parkir untuk Roda Empat

I

I

SERI : A

NO,:

Retribuei Parkir
Kendarasn:

Roda Dua dan
Roda Tiga

Rp.2.0OO,-
(DataRibuRrryiah)

Arsip

@
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PERHUBUNGAN

SERI :A /Vo. ;

BUKTI PEMBAYARAN RE"TRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
(qANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR I TAHUN 2024)

Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga

Rp. 2.000,-
{ DuaNbu Rupiah)

PERfIATIAT{ I

Blh bfidl k hlLng.n drl.m lord.n n btlk bsup.
b.lrng barhagr mrupun brral{ locll lainnyt tldrt

mupdt Utqgungjrrnb p.t{rr

,2A
Petugas Pengutip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:B jVo.:

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)

Untuk: Roda Empat

PENHATIAT{ I
Eh ts4rdl hdrnrryrn dalrm l(.ndrrein bit barup.
brnng betltrgr nnupun brnry krcll hinny! tldlk

menirdi hnggumilmb petuar

Roda Empat

Rp. 3.000,-
( Tiga Ribu Rupiah)

@SERI : B

NO. :

Retribusi Parkir
Kendaraan:

Rp.3.000,-
(?iga Ribu R,ryiah )

Arsip . ,20.....
Petugas Pengutip

A
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c) Karcis Retribusi Pelayanan Parkir untuk lebih dari Empat Roda

2. Karcis Pelayanan Parkir Insidentil (Temporer)
a) Karcis Pelayanan Parkir Roda Dua dan Roda Tiga

b) Karcis Retribusi Pelayanan Parkir untuk Roda Empat

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI: C No.:
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JAI,i{N UMUM

(QANUN KABUPATEN ACEH IJ'TARA NOMOR 1 TAHIJN 2024}
Untuk: Lebih Dari Empat Roda

PEftIA ,. I
EL b.lad fd bngln dabn taida n bah larvp.
barang Ld[ga DauFrn b.nq tactt hlnny. tot

r|nl.di hltllod.hb p.ttrt

Rp. 6.000,-
( E^am Ribu Rupiah )

I

Petugas Pengutip

SERI: C

NO.:

Rctribu8i Parkir
Kcnderarn I

Lebih Dari Empat
Roda

Rp. 6.OOO,-
( Endm Ribu Rupiah )

Arsip ,20.....

I

SERI: D

NO,:

ReEibusi Parkir
Kcndaraan :

Roda Dua dsn
Roda figa

Rp. 2.OOo,-
( D& Ribu Rupidh )

Arsip
Petugas Pengutip

,20.....

I
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PERHUBUNGAN

SERI: E No.:
BUKTI PEMBAYARAN RE-TRIBUSI PARKIR DITEPI JAIAN UMUM

tq
Untuk : Roda Empat

SERI: E

NO.:

Retribu8i Parkir
Kendaraan :

Roda Empat

Rp. 5.000,-
( Lha Ribu Rupidh )

Arsip

Rp. 5.000,-
( Limo Ribu RuP/io,h )

PERIIATUT{ I

Bll. bddl k hll.igan drlam k.nd.r..n b.ll bd,trp.
ba.ang b.riaea mltlp(n balll{ k*tl hlnnrt iruat

moradl bigeuiglarrb ralrCaa

,20.....
Petugas Pengu.tip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:D No,:
BUKII PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JAI.AN UMUM

(QANUN KABUPATEN ACEII UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024}
Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga

Rp.2.000,-
( Dua Ribu Rt,{,iah )

PERNAT|AN I
Blla t Oadl tohitaryan hn kandrnan balk h.rupa
ba?.ng barh.gr m.upun ba,rtg k cil hinnya tdrl

maoradl bwunghrab patlg..

a/o
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b) Karcis Pelayanan Parkir Berlangganan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN @

QANUN I(ABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024}

NOMOR SERI r F

NO. KENDARAAN;

Rp. 270.0OO,- / Perbulan
( Dua. Ratus htjuh Puluhffibu Rupiah)

Masa Berlaku Tgl. s/d Tgl.
Kartu ini hanya berlaku dalam Kabupaten Aceh Utara

ILA.RTU PARKIR BELI\NGGAHAN

3. Format Karcis Retribusi rempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
a) Karcis Pelayanan Parkir Khusus di Gedung Parkir

PERflANAfl I

Blle terj.di k hilrngrn drhm kerdrnan balk bcupr
brnng b.rhr$ m.upun b.r.ng k.cil hinnyl tldrt

meniadl tanggungjawab petuga3

Retribusi Parkir
Kendaraan :

Roda Dua dan
Roda Tiga

Rp. 5.000,-
(LimaNbuRupiah)

per satu jam
lebih dari satu jam

dikenakan tambahan tarif
Rp. 1,0O0 perjam

Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:A 1Vo.:

(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga

Rp. 5.000,-
tebihdari sat* jam o,*"l*X#ltffiilb*. t.ooo,-per jam

I

@

,20

SERI : A

NO.:

Petugas Pengutip
(Lokasi....)

PERIIATIAI'I I

8il. h{.di k hilrng.n dahm kordrnrn b.ik b.rupr
brnlE b.rh.g. m.upun brnng k cil hlnnyr tldrk

rurjadl trnggungl&rab peugrs

PEMEzuNTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:A /Vo.;

(gemuN KABUPATEN ACEH UrARA NoMoR 1 TAHUN 20241
Untuk: Roda Empat

Rp. 10.000,-
( SepuluhRibu Rupiah)

lebih dan satu jam dikenakan tambalwn tarif Rp. 2.000,- per jam

@
SERI : A

lvo.

Rp. 10.00O,-
( SepiuhffibuRupiah)

per saitjam
lcbih dari satu jam

dikenaken tambahan tarif
Rp. 2.000 per jam

Arsip

... ,20.....
Petugas Pengutip

(Lokasi....)

Retribusi Parkir
Kendaraan :

Roda Empat

fr A
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b) Karcis Pelayanan Parkir Khusus di Tempat Wisata/Relcreasi

PEffiANAil I

Blh bljrdi hchllrngan dthm krndenen btik bsupr
hnng bedtlgr mrupun brnng k cll l.lnny.d&k

nrnirdl trnggungj.srb p.tugr3

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:A .l[o.;
BUIffI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

CEDUNG PARKIR
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR r TAHUN 2024)

Untuk : Roda Enam Keatas

Rp. 20.000,-
( DuahtluhRibu Rupiah)

lebih dari satt jam dikenakan tambalvm tarif Rp. 2.OOO,. per jam

Rp.20.000,-
(DuaPuluhRibu Rupiah)

persatu jam
lebih dari satu jntn

dikenakan trmbehan tartf
RP. 2.00O per jrm

Arsip

...,20.....
Petugas Pengutip

(Lokasi....)

SERI : A

NO. :

Retribusi Parkir
Kcndartan l

Roda Enam Keatas

PER}IATIAII I

Blla hrpdl kehilrngan drlam kendaraan baik bcrupa
bauq berhrgr maupun barang kecll lalnnyr ffdrk

mrnFdi tangguqghf,rb plhger

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:A lVo.;
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

TEMPAT WISATA/ REKREASI
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR I TAHUN 2024)

Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga

Rp. 5.000,-
(Limo Ribu Ruptah)

@

Arsip

NO,:

. ,20.....
Petugas Pengutip

(Lokasi....)

SERI : A

Retribusi Parkir
Kendaraan:

Roda Dua dan
Roda Tiga

Rp.5.000,-
(LimaRiburuplah)

PERI{ATltttl I

Blh brjxll k hlhngm dlhm klndrn n blik b.rupr
b.trng bertuge mrupun Dmng kecll lalnnyr tldrlr

mmjrdi bnggungirrob p*t.r

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:A No.:
BUKTI PEMBAYARAiY RETRIBUSI TEMPAT .KHUSUS $RKIR

TEMPAT WISATA/ REKREASI
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)

Untuk : Roda Empat

Rp. 10.000,-
( SepuluhR.bu tutpiah)

@

Arsip

lYo.

.. ,20.....
Petugas Pengutip

(Lokasi....)

SERI : A

Retribusi Parkir
Kendereen:

Roda Empat
Roda Tiga

Rp. 10.000,-
( SquluhRiht k4iah)

t, t A

@
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c) Karcis Pelayanan Parkir Khusus di Komplek Pasar

PER{AIIAII I
Bla brjadi *lhilangan daLm l!li&.a.n ldk b.dp.
b.r.og b.fitg, .uB/n b.nng Lcllt nny. tldat

rrsr.dl t.nglullghw.b p.tugtt

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:A iVo.:
BUlffI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

TEMPAT WISATA/ REKREASI
(QANUN KABUPATEN ACEH LMARA NOMOR 1 TAHUN 2024)

Untuk : Roda Enam Keatas

Rp. 2O.000,-
( Dua Puluh Ribu Rupio,h )

Arsip

I

SERI : A

/YO. ..

Retribu8i Parkir
Xenderean :

Roda Enam Kcatas
Roda Tiga

Rp. 20.00o,-
( Dua. Puluh Ribu RuF,idh )

Petugas Pengutip
(Lokasi....)

,20.....

PEFIiANAI I
gll. hdrdl krhllaE.r d.Lm t ndrmn b.k bi.up.
b.ang ba raga mrupun larang kacll l.lnnyr tjd.h

nurrtdl t ng$rnol.fb pattga!

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI: A No,:
BU}CTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

KOMPLEK PASAR
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)

Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga

Rp. 2.000,-
( D.tq Ribu Rupiah )

Arsip

I

SERI : A

NO

nctribusi PalLir
Kendaraan :

Roda Dua dan
Roda Tiga

Rp. 2.000,-
( Dud Ribu Rupiah )

Petugas Pengutip
(I,okasi....)

,20.....

PERt{AflAr{ r

Bbfrradlll hng.n dala6 k hn n b.ll lrrura
b.nng b.rh.0. m.uplln b.r.ng llcll l.innyr li(hfi

n|.nFdl trlltlun{hr.b p.tug.r

PEMERII{TAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:A lVo.:
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

KOMPLEK PASAR
(QANUN KABUPATEN ACEH 1IIARA NOMOR 1 TAHUN 2024}

Untuk : Roda Empat

Rp. 3.000,-
( nga Ribu Rtrpiah )

Arsip

SERI : A

.tvo. :

RrtribuBi Perkir
Kcndarean :

Roda Empat
Roda Tiga

Rp. 3.00O,-
(ngq Ribu Rur/iah )

Petugas Pengutip
(Lokasi....)

,20.....

a A
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PERHATIAN I

brrang

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI:A No.;
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

KOMPLEK PASAR
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)

Untuk: Roda Enam Keatas

Rp. 6.000,-
(Enam Ribu Rupiah)

@

Arsip
. ,20.....

Petugas Pengutip
(Lokasi....)

SERI : A

NO,:

Retribusi Parkir
Kendaraan:

Roda Enam Keatas
Roda Tiga

Rp.6.000,-
( EnamRibuRupiah)

EH UTARA,Pj. BUPATT
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI I{ABUPATEN (SSRD)

*) Beri tanda i pada kotak dengan ketetapan yang dimiliki

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

KOP PERANGKAT
KABUPATEN
PEMUNGUT

SSRD
(SURAT SETORAN RETRIBUSI KAE}UPATEN)

Tahun...

Nama

Alamat

NPl[/RK

Menyetor Berdasarkan *)

Masa Retribusi

SKRD

SKRKLB

SK keberatan
Tahun:

STRD

SK PembetuLan

Lain lain
No. Urut

No Avat Jenis Retribusi Jumlah (Rp)

Jumlah Setoran Retribusi
Dengan F{uruf :

Ruang untuk Teraan / Kas
Register / Tatda Tangarr
Petugas Penerima

Diterima Oleh :

Petugas Tempat Pembayaran
Tanggal :

Tanda Tangan :

Nama Terang :

Tahun......
Penyetor

( )

,*
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b. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI KABUPATEN

KOP PERANGKAT
KABUPATEN
PEMUNGUT

STRD
Surat Tagihan Retribusi
Kabupaten
Masa Retribusi :

Tahun :

Nomor Urut

Nama
Alamat
NPWRK

Tanggal Jatuh Tempo
I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah

bcrdasaarkan Keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Retribusi :

dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau

I
Nama Ritribusi :

Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah
scbagai berikut
I Retribqsi Kurang Bayar Rp
2 Sanksi Administraei :

a. Denda Paeal 13 ayet (4) Rp
a Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp

Dengan Huruf
PERHATIAN

1

2

Harap penyetoran dilakukan melalui bendahara atau Kas Daerah dengan Menguunakan Surat Setoran
Retribusi Kabupaten (SSRD)
Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lema 30 hari sejak STRD ini
ditcrima dikenakan sAnksi adminigtrgqi berupa denda sebesar 1 % (satu persen) perbul,an

Kepala
, ...............Tahun
/ An. Kepala Dinas

)

Gunting disini

No. STRD..

TANDA TERIMA

NP\MRK

NAMA

Alasat
..... Tahun

Yang Menerima

( )

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

t-l

(

NIP.

(
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN LEBIH BAYAR (SKRDLB)

@
KOP PERANGKAT

KABUPATEN
PEMUNGUT

SKRDLB
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI

KABUPATEN LEBIH BAYAR
Masa Retribusi :

Tahun ;

Nomor

Nama
Alamat
NPWRD
Tangeal Jatuh Tempo

No Obiek Retribupi Jumlah (Rp.)
i
2
3
4
dst
Jumlah Ketetapan Pokok
Jumlah Denda : a. Denda

b.Kenaikan
Jumlah Keseluruhan

Terbilang

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan di Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi/Kas Daerah kepada
pejabat yang ditunjuk.

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar I % (satu persen) perbulan,

Kepala Dinas/ An Kepala Dinas

( )

NIP.

Ruang untuk teraan
lKas Register /Tanda
Tangan Petugas
Penerima

Diterima Oleh :

Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal
Tanda Tangan
Nama Terang

Penyetor ,

Outing di sini

TANDA TERIMA No. SKRDLB

....Tahun...
Yang Menerima

(.................)

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

ru
\axc

\

( )

NPWRD :

NAMA :

Alamat :


